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di-
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1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun
2024,



10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.

ll.  Sehubungan pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah
kabupaten kota

2. Pasal 512 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang
berbunyi :

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwasiu
Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam  melakukan
pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar
pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih
sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil
perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar
pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar
pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki
hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

3. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, yang berbunyi :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare



(1) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas
Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir
Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

a. Saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif;atau
b. Pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

(3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran
perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang
ditentetukan oleh Pengawas Pemilu.

(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat

dugaan pelanggaran Pemilu sebagai temuan.

.  Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data
Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau
kepada KPU Kota Parepare agar :

1. KPU Kota Parepare memperhatikan ketentuan diatas dan menindaklanjuti
seluruh saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kota Parepare meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran Adhoc
KPU Kota Parepare.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare



